
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM 

NOMOR :  12 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MATARAM, 

 

 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa tanah dan bangunan merupakan sarana untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar berupa  papan, lahan usaha dan sebagai  alat investasi 

yang menguntungkan sehingga bagi yang memperoleh hak atas tanah dan 

bangunan tersebut wajar jika diwajibkan untuk memberikan kontribusi 

kepada pemerintah daerah dengan membayar Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan; 

 

b. bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah perlu 

dilakukan perluasan obyek Pajak Daerah, maka kewenangan pengelolaan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Mataram berada 

pada Pemerintah Kota Mataram; 

 
c. bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah 

satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat, dan  Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655). 



 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3209); 

 
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3317); 

 
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3531); 

 
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

 
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 

 
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

 



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua  atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

 
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049);   

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3643); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3746); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 18); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang  Tata Cara 

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif  Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota 

Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri 

D); 

 
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram 

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D). 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM 

Dan 

WALIKOTA MATARAM 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DAN BANGUNAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Mataram; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Mataram;  

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram 

dengan persetujuan bersama Walikota Mataram; 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram; 

8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Mataram;  

9. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram;  

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau 

bangunan;  

12. Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan;  


